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BUPATI MALUKU TENO AH 

PROVINSI MALUKU 

PERAT'URAN PUPA'TI MALUKU TENGAN 
NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENTANO 

MEANISME PENACIHAN PIUTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! MALUKU TENGAN, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketcntuar dalam Pasal 13 

dan Pasal 14, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nor.or 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi tan Banguan 
Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukun 
dan meningkatkan pelayanan kpada Wajib Pajak; 

b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian rencana 

Men.mabang . a 

• 

• 

Mengugat 

• 

penerimnaan Pajak Bumi dan Bngumun Perdesaan dan 

Perkotaan serta meminimalisit piutang paja, maka perlu diatur 

mekanisme penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 

¢. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada 
hurufa dan hurufb, maka perlu menctapkan Peraturan Bupati 
Malukv Tengah tentang Mckanisme Per.agihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdcsaan dan Perko taan 

I. Undang Undang Nomor 6O Tehun 1958 tentang Penctapar 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Daera h Swatanta Tingkat I datam 

• 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran Negara 
Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1645], 

2. Undang-Undang Nomcr 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Tahun 1983 

'omor 49, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 

Nomo 3262), sebagaimana teiah diubah beberap kal terakhin 

dengan Undang Undang Nomor 28 Tahu 20OT 



• 

• 

• 

tentang Perubahan Keuiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4740), 

3. Un~dang-Undang Nomor 19 Tau 1997 tentang Penagihan Pajale 
Dengan Surat Paksa {Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686] 
scbagaimana telah di.bah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 200G tentang Perubahan Atas Undang-Jndang Nomor 1 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 200O Nomor 129, Tarbahan 

Lembaran Negara Nomor 3987J, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tcnang Pcngadilan 
Pajat (Lembaran Negara Tahu 2002 Noror 27, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 41891 

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 200g 

Nomor 130, Tambahan Lmbaran Negara Nomor 5049) 
6. Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangar. (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Nomor 5234) 
7. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Ncgara No=nor '871, scbagairana tc.ah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Unang Nomor 9 
Tahun 2015 tcntang Pcrubatan Kcdua ALas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tahu 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lcmbaran Ncgara Tahun 2015 Nomor 58, Tarbahan 
Lembaran Negara Nomor 5679]; 
Peraturan Pemerintah Nomcr 9, Tahun 2010 tntang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Dacrah atau Dibayasr Scndii Och Wajib Pajak (Lcmbaran Ncgara 

Tahun 2010 Nomor I53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5179) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Urum dan Tata Cara Perungutan Pajak Dacrah (Lembaran 

Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lem.baran Negara 
Noror 59050), 
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II 
• 

I0. Peraturan Pemerintah No=no 5 Tahu 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peratran Pemurintah Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengbapusan Putang Negara/Doaerah 

(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomcr 201, Tambahan 

Lembaran Negara No:nor 6 1 1 9 ) ,  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8D Taha 2015 tentang 

Negara (Berita Daerab Hukum Produk pembentukan 

No=no: 2036), 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tengah Nomor 24 

: 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 

13, Peraturan Daerah Kabupaten Ma;uku Tcngah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pember:ukan dan Susanan Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Dara 

Kabupaen Maluku Tengah Nomor 183 Tahun 2016; 

4. Peratran Bupati Maluku Tengah !omor 30 Tahu 2017 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Malulu Tengab, 

' MEMTUSKAN: 

Meetap#an PERATURAN UPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISM 
PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN PAJAK BUMI PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BAE! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Daamo Peraturan Bupati ini yang dimaksud cengan 

• Dacrah adalah Kabupaten Malaku Tengah 

Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerahyang mnemimpin pclaksanaan urusan 

ererintahan yang mcnjadi kewcnangan darah otnon 

3. Kepala Daerah adalah upati Maluku Tengah 

Dadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maluku Tergah yang hiberikan kewenangan mcngeloia Pajak Bumi an 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kaba paten Maluku Tengah yang mesiiki kewenangan mengella Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkoraan 
• 



• 

6. Pejabat adalah pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 

8. Pajak Daerah yang sclanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Darah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan UJndang-Undang, dengan tidak mendapatkan irbadan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bogi scbcsar-besarnya 
kcmakmuran rakyat 

• Ba&an adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kcsatuan, 
bk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terhatas, Perseran Komanditr, perseroan lainnya, Badan Usaha 
MIi Negara (8UMN), atau Badan Usaha Milik Daerh (BUMD) dengan nama dan 
dalar_ bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosiad politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
nvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap 

10, Pajak Bui dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimitiki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau adan, kecuali kawasan yang dignakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pcrtambangan 
Bumi adalah permukaan bumi yang meiputi tanah dan perairan pedalaman l l 

werta laut wilayah Kabupaten Karawang 
12. Bangunan adalah konstruksi tcknik yang ditanam atau dilekatan secara tctap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut 
13. Sistem Manajemen Informasi Objck Pajak yang selanjutya discbut SISMIOP 

adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek 
pajak buri dan bangunan perdesaan dan perkotaan dongan bantuan komputer, 
scjak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), 

pembcrian identtas objek pajak (omor Objek Pajak), perekaman data, 

pemcliharaan basis data, pencetakan hasit kluaran [berupa SPPT STTS, DHKP, 

dan sebagainya), pemantauan pencrimaan dan pclaksanaan pcnagihan pajak, 
sampai dcngan pelayanan kepada wajib paja 

4 Nilai dual Obyck Pajak yang sclanjutya disingkat NOP, adalat harga rata-rata 

Yang hiperoleh dari transaksi jual bch yang erjadi sccara wajar, dan bilamnana 
tidak terdapat transaksi jua beli, NJO ditentukan melatui perbandingan harga 

dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 



• 

15. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Buri atau nilai jual Bangunan yang 
digunakan sebagai pedoman penctapan NOP Bumi dan NOP Bangunan 

16. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai uatu hak atas Buri dan/atau 
memperoleh manfaat atas Burni, dan/atau memihiki, menguasai, dan/atau 
mnerperoleh manfaat atas Bangunan 

7, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribxadi 
atau badan yang sccara nyata mempunya. suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan 

18. Tahun Pajak ada'ah jangka waktu I (satu) tabun kalender 
9. Pajak yang tcrutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak, sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah 
20. Pemungutan adalah suatu rangkoian kcgiatan mulai dai penghimpunan data 

obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertang sampai 
citan penaghan pajak kcpada Wajib Pajak serta pcngawasan penyetorannya; 

21 Petugas Pemungut adalah petugas yang ditnjuk untuk memungut PBB P2 dan 
mcnyctorkannya ke Tempat Pembayarn. 

22. Tempat Pembayaran yang sclanjutya disingkat TP adalah Bank Umum yang 
ditunjuk oleh gupati untuk mcnerima pembayaran PB p dan 
memindahbukukn ke Bank Persepsi. 

23. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima 
pemindahbukuan basil penerimaan PBB P2 dari TP dan melimpahkan hasil 

• 

penerimaan PBB P2 e Kas Dacrah, 

24. Surat Pemeritahuan Obyek Pajak, yang sclanjutnya disingkat SPoP, adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan 

obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan pcrpajakan daerah 

25. Surat Setoran Pajak Daerah yang sclanjunya disingkat SSPD adalah suatu bukt 
pembayaran atau penyetoran pajak yang tclah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah 

25. Surat Ketctapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ctctpan pajak yang menentukan besarnya jumlai n pokok pajak yang terutang 

27 Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang sclanjatnya discbu SKPIE PBB P2 adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibcrikan kcpada Wajib 
Pajak 



• 

• 

• 
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28. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan, yang sclanjutnya disebut SPMIB PBB P2 adalah surat perintah 

yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar mbalan bunga Pajak 

Bum dan. Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

29. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STD PBB p2 adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak PB P an/at sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda 

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetukan 

kesalahan tulis, kesalahan itung, danjatau kekekeliruan dalam penerapan 

ketentan tertentu alarn Peraturan Perundang-undangon perpajakan daerah 

yang terdapat dalam Surat Pemberitahaan Pajak Terutang PBE P2, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Tahan Pajak Daerah PB8 P2, Surat 

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputu san Keberatan P8B P2 

3] Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas kebcratan terhadap 

Surat Pembcritahuan Pajak Terutang, Surat Ketctapan Pajak Daerah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang diajukan oleh Wajib Pajak 

32. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPMKP P9B P2 adalah surat 

perintat yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelcbihan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
33, Nomor Obyek Pajak yang sclanjutya disbat NOP adalah nomor ident ifikasi 

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai 

karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam satu 

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara 

nasional 

34, Pejalat Penagihan Pajak Daerah adalah pcjabat yang bcrwcnang mcngangat dan 

membcrhenikan Juru Sita Pajak, menerikan Surat Perinah Penagihan 

Seketika dan Sekaligus , Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 

Surat Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang, Pembatalan Lelang, Surat 

Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 

daerap sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau 

scluruh tang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang sclanjutnya isebut SPPT adalah surat 

yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk 

mcmbcritahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 



36. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penapggung pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau maemperingatkan, 

elaksanaKan penagihan seket.ka dan sekalgus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan penceganan, melaksanakan penytaan, melaksanaan 

• 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita 
37. Penagihan Seketika dan Sekatigus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanps menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang mcbiput seluruh urang pajak dari serua 
jeris payak, masa pajak, dan tabun pajak. 

38. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang 
diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau mempcringatkan kepada Wajib 
Pajak untuk mclunasi utang pajaknya 

39. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 
pajak. 

40. Jurusita Pajak adalah pelaksana undakan penagthan pajak yang meliputi 
pcnagihan sekctika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 
penyanoeraan 

4 1  Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang omor 6 

Tahun 1983 tntang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana 
diabah terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 

42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olch Wajb Pajak. 

43. Surat uraian banding atau disingkat SUB adalah Surat Bupati yang berisi 
jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. 

44. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang 
telah diajukan banding yang isi puannya tidak dapat ditcrima 

5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
cterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyckuf dan professional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kcwajiban perpajakan daerah untak tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah 

46. Penyidikan tindak pidana di bidang pcrpajakan daerah ada:ah scranglaian 
tin.dakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidaoa di bidang perpajakan 

daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya 

• 



• 

' 

• 

8 

a7 Tempat Pembayarar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan can Perkotaan adalah 

Bank Badan Usaha Milk Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau 

tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati untuk mererima pembayaran 

atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib 

Pajak dan memir.dahkan saldo penerimaan Pajak Buri dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

BA IE 

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Pasal 2 

Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Bumi can Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dijalankan ketika Wajib Pajak terlambat membyar PBB.P2 dan/atau 

membayar dengan jumlah yang kurang 

(2) Dasar Penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPTy 

b. Surat Ketctapan Pajak Daerah {SKDy 

c. Surat Tag.han Pajak Daera ( STPDJ 

(3) Dalamn menjalankan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi 

a. Rekonsiliasi dan Verifikasi data piutang 

b. enerbitan Surat Teguran 

• Penerbitan Surat Paksa 

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

BAB II 

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI DATA PIUTANG 

Pasal 3 

ft %  Maksud Rekonsiliasi dan verifikasi Data P e n a g i h a n  Fiutang PBB-P2 adalah 

untuk memutakhirkan Basis Da:a Piutang pada SIMIOP PB8.P2 dengan data 

yang sebenarnya discsuaikan dengan perkembangan yang aca 

(2l Tujuan Rekonsiliasi Data P e n a g i h a n  Fiutang PB8-P2 adalah untuk 

mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PB.P2 yang 

akurat scbagai pendukung 

a, data aplikasi SISMTOP PB8-P2, dan 

b. data penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawoban Pelaksanaan 

Anggaran dan Belanja Daerah 



Pasal 

Raang Ling#up 

( I }  RLang Iingup Rekonsiliasi data Penagihan iutang Pi-2, adalab 

• 

rekonsiliasi data piutang PB.P2 baik dari sebelum pengalihan ke daerah 

naupun setelah pengalihan ke daerah Pajak Bumi Dan Bangunar Perdesaan Dan 

reekotaan 

2) Rekonsihasi data ptang PBB-P2 sebelum diserahkan ke daerah maupun setelah 

di serahkan ke daerahs ebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima 

Surat Keputan Menteri Keuangan, Data itang PBB-P2, dan Aset Sitaan 

NCm&r BA-16/WPJ 18/KP.1/2014, yang telat diserahkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Mahuku Tengah yait 

a. rekonsihasi data bcsarnya piutang PBB-P2 yang kadaluwarsa, yakni PB3 P2 

masih diKelo:a oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Pemerintah Pusat) 

sampai dengan diserahkan ke Daeran, 

b. rekonsiliasi data bcsarnya piutang yang discrahkan oleh p peatama ke 

Kabupaten Maluku Tengah rrulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017; dan 

c. rekonsiliasi data besarnya realisasi pembayaran piutang PEB-P2 tahun 2003 

sampai tahun 2012 yang dibayar dalam bulan Desember 2013 dan tahuan 

2014, 

(3) Rekonsiliasi data Penagihan Piutang PBB-P2, dilaksanakan melalui tahapan 

pekerjaan yang melputi 

a Evaluasi data administrasi kanor, pom~ahan piutoang PBB.2 per 

kccamatan/ negeri/negtri administraif, 

b. Verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaar ;dan 

c. Validasi besarnya tunggakan. 
• 

(3) Hasil validasi besarnya unggakan scbagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c, 

digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data 

piutang PBB-P2 yang 

Pasal 5 

Tim Pelaksana 

(I) Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 yaitu 

a. Badan Pendapatan Darrah, 

b. Inspektorat; 

c. Bapplitbangda 

d ppeatama Ambon , dan 

e. BI Cabang Masohi 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Kcputusan Kepala 

Dacrah 



• 
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Pasal 6 

Mekamsme Pelaksanaan 

Mekanisme kegiatan rekonsiliasi data penagihan piutang pajak sebelum 

pendaerahan (mulai tahun 2003 sampai tahun 2013 ) dan seteah pendacrahan, 

sebagai berikut 

RI Cabang Masohi menyiapkan 

) softcopy data pembayaran PBB-P2, dan 

2) dalam hal tercapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, 

maka dilcngkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda 

administrasi keterlambatan pembayaran, 

b. adan Pendapatan Daerah menyiapkan data administrasi yang berhubungan 

dengan 

) realisasi penerimaan per 31Desember 2013 dan 

2) data Laporan Realisasi penerimaan PBB.P2 per 3Desember ) per-Kecamatan 

dan Desa; 

c. brdasarkan data dari Bank BRI CABANG MASOHI dan data administrasi 

scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru t b, Badan Pendapatan Daerah 

mcngevaluasi besarnya ketctapan dan realisasi puneriraan PBB.P2 

d. menindaklanjuti hasil evaluasi data ketetapan dan realisasi peneriraan 

scbagaimana diraksud datam hurut c, Badan Pendapatan Daerab 

melaksanakan flagging {melunaskanj data wajib pajak PB.P2 pada serer basis 

data pembayaran, 

c. Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagthan Piutang PBB-P2 menyampaikan 

Ber.ta Acara hasil rekonsiliasi data Penagihan Piutang PBB-P2 kepada Badan 

Pendapatan Daerah sebagai data dalam pelaksanaan penagihan 

Pasal 7 

Reckonsilisasi Data Penagihan Realisasi Piutang PEB-P2 sebelum pcngalihan ke 

dacrah meiputi tabun 2002 sampai dengan 2 0 I 3  yang dioayar setclan 

pegthan ke daerah PBB P2, maka 

• BRI Cabang Masohi mcnyiapkan data pembayacan PB-P2 per Wajib Pajak dan 

discrahkan kepada Badan Pend apatan Daerah; 

b. Badan Pendapatan Daerah relaksanakan integrasi data pcmbayaran PBB-P2 per 

wab pajak kedalam Basis Data SISMIOP PEE-P2 sehingga data Wajib Pajak yang 

sudah membayar dapat dilnaskan, 
• 

c. embahasan dan penandatanganan Berita Acara basil rekonsihasi data enagihan 

piutang PBB-P yang didacrahkan yang dibayar dalam tabran 2 0 4 ,  dan 
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d. Tim Pelaksana Rekonsiiasi Data Pcnagihan Piutang PE.P2 menyampaikan 

Berta Acara hasil rekonsiliasi data Penagihan piutang pajak sebagairana 

dimaksud dalam huruf c, kepada Badan endapatan Daerah sebagai data 

dalam petaksanaan penagihan 

Pasal 8 

Pelaporan Hasil Rekonsiliasi 

Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 menyampaikan hasil 

Laporan Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 kepada Kepala Daerah. 

BAB III 
• 

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 

Bagian Pertama 

Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Sebelum Pengalihar ke Daerah 

Pasal 9 

(I) Data Penagihan Piutang PBB.P2 scbagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, 

dijadikan dasar untuk dilakukan penagihan. 

(2) Dalam hat penagihan piutang PBB-P2 terdapat wajib pajak yang sudah 

membayar dan wajib pajak dapat memberikan bukti pclunasan PBB-P2nya maka 

data tersebut dicatat untu dilakukan validasi ulang pada SISMIOP 

(3) Dalam hat Wajib Pajak sudah melunasi 9BR.P2 oya, namu tidak dapat 

menunjukkan bukti pcmbayaran, maks Wajib Pajak membuot surat pernya taan 

yang diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri sctcrat 

(] Da lam hal penagihan piutang Wajib Pajak tdak diketahu keberadaannya sclama 

beberapa tahun namun obyek pajaknya ada maka di buat Berita Acara yang 

ditandatangai oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan etugas 

Koordinator Badan. Pendapatan Daerah di tarata n dengan dietahui Carat 

(5] Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dimasukkan dalam daftar 

Piutang Pajak pasif 

(6] Daltar Wajib Pajak yang pasif selama kurur waktu 5 {lira) .ahn tcrus-menerus 

Wajib Pajak tidak membayar Pajak, akan di masukkan dalam katagori piutang 

tidak tertagih dan ditsulkan untuk dihapuskan 

Bagian Kcdua 

Penagihan Piutang Scsudah Pengalihan ke Dae:ah 

Pssal 10 

fl Penagihan Piutang PB8.P sesudah pengalihan kc dacrah dapat dikelompokkan 

menjadi 

a Penagihan Pasif 

b. Penagihan Aktif. 



(2) Penagihan pasif sebagaimana dimaksud pado ayat (I) huruf a, dilakukan 

nelalui 

% surat Tagihan Pajak, 

b. surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

surat Ketctapan Pajak Kurang Bayat Tambahan, 

d. Surat Keputusan Keberatan, 

• surat Keputusan Pembetulan, 

f puatsan Banding serta 

putusan Perinjauan embali 

(3] Per.agihan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf b rerupakan 
kelanjutan penagihan pasif 

(4) Penagihan aktif scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, diakukan melalui 

beberapa tahapan antara lain 
% surat Teguran 

b. penagihan Pajak Seketika Sekaligus 

c surat Paksa 
d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

Pasal 1 l  
Dala.mn rangka peiaksanaan penagihan Pajak, Kepala Darah memunjuk dan 

mcimpabkan kewenangan penaghan kepad Kcpala Badan Pendapatan Daerah, 

selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah mcnunjuk Kepala Bidang yang 

mclaksanakan Penagihan pajak PBB P2, scbagait Pejabat untuk melaksanakan 
Penagihan Pajak PBB P2. 

Pasal 12 

Pejabat yang ditunjuk oleh [upati scbagaioana dirnasud dalam Pasal 11 berwenang 
untu mcnganghat dan memberhentkan Jurusita Pajak Dacrnah sesuai dcngan 

ktertuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pasa 13 
( I ]  Penaghan pasif sebagaimana dimaksud dalam asal to ayat (2) 

dilakukandengan terlebih dahula menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah oleh 

ejabat 

Pajak Yang Terutang dalam sTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (l), 

ditarabah denda administrasi sebesat 2% (dua per seratus] per bulan dalam 

!angka waktu paling lama 24 (ua puluh cmpat) bulan dihitung scjak saat jatub 

tempo SPPT atau SKPD sampai dengan anggal pembayarar dan bagan dari 

bulan dihitung penuh I (satu) bulan 



• 
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Pasa! l4 

I) Penagihan aktifsebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (3), diawali dengan 

penerbitan Surat Teguran oleh Pejaba atau Kuasa yang ditanjuk oleh Pejabat, 

setelah 7 {:ujuh) hari sejak saat jath tempo pembayaran 

[2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat () Lidak ditertitkan terhadap 

penanggang pajak yang telah isetujui untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran Pajak. 

[3) Apabf.a jumlah tang Pajak yang mash harus dibayar Lidak dilunasi oleh 

penanggung pajak setelah lewat 2I [due puluh satu) hari sejak diterbitkannya 

Surat Teguran, Pejabat secgera menerbitkan Sarat Paksa 

() Apabila jumlah Utang Pajak yang masih harus dibayar, idak ditunasi oleh 

penangguang pajak setclah lewat 2 (dua) kali 24 {ua puluh erpat) jam sejak 

Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan surat 

perintah melaksanakan penyitaan, 

(5) Apabila tang Pajak dan biaya pcnagihan pajak yang masih harus hibayar tidak 

dilunasi oleh penanggang pajak setclah ewat wak 14 (empat bclas) hari scjak 

an8gal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman 
clang 

t6) Apabila Uang Pajak dan biaya penagihan Pajak yang masih harus cdhibayar tidak 

dilunasi oleh penanggung pajak sctclah tewat wakt 14 (empat b a s )  har: sejak 

anggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan perjuatan barang sitaar 

penanggung pajak 

Pasal 15 

Mekanisme Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa 

dan Pel@ksanaan Penagihan' Seketika dan Sekaligu 

(I )  Jursita Pajak mclaksanakan Penagthan Sckctika dan Sekaligus tanpa 

menanggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah 
• 

Penagihan Seketika dan Sekaigus yang di:erbi:kan oleh Pejabat, dalam hal: 

a. pcnanggung pajak akan meninggalkat, negara Indonesia untuk selama­ 

lamanya atau berniat untuk itu; 

b. penanggung pajak nemindahtangankan barang Yang dimihiki dan/atau 

dikasai dalam ranga menghentuikan atau mengecikan kcgiatan usaha 

atau pekcrjaan yang dilakukan di Dacrah, 

c. adanyaindikasi bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau mnenggabungkan usoaya, atau memekarkan usahanya, 

atau remindahtangankan pcrusahaan yang dirihiki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan bentuk lainnya, 



d Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara; 

• terjadi penyitaan atas barang penao ggng pajak oleh pihak ketiga, atau 
adanya indikasi kepailitan 

2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitan oleh Pejabat 

a. sebelum jatuh tempo pembayaran , 

b. tanpa didahului Surat Teguran, 

c. sebelum jangka waktu 21 (duapuhuh satu} hari, sejak Surat Teguran 

diterbitkan, atau 

d. sebelur penerbitan Surat Paksa. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling kurang memuat: 

a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak, 

b besarnya utang Pajak, 

c. perintah untuk membayar; dan 

d. saat pelunasan Pajak 

(4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Sekctika dan Sekaligus scbagaimana dimaksuc 

pad ayat (3) 

Asal 16 

( I )  Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasel 15 aya; 13) huruf d, diterbitkan 

dalam hal 

a penanggung pajak tidak mclunasi Utan.g Pajak dan kcpadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Sura t Peringatan atau Surat lain yang 

seems; 

b. terhadap penanggung pajak telah diiaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus; atau 

c. penanggng pajak tidak memenuhi ketcntuan sebagaimana ditetapkan 

dalam keputusan persetujuan angsura atau peoundaan pembayaran pajaK 

(2) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan penyerahan 

salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. 

(3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana diraksud pada ayat (2), dituangkan 

dalam Berita Acara Pmberitahuan Surat Faksa. 

() Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada: 

• 

a 

b 

penanggung Pajak ditem.pat tinggal, tcmpat usaho atau tompat lain yang 

memungkinkan, 

orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bckerja 

ditempat usaha penangguns pajak, jika penanggung pajak yang 

Uersangkutan tidak dapat ijnpai, 
• 

c. sa.ah scorang ahhi wars, atau pelasana wasiat, atau yang mengurus harta 

peninggalannya, jika Wajib Pajak tclah meningsal dunia dan harta warisan 

telah dibagi,atau 



• • 

• 

d. para ahli waris, jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan 
belur. dibagi 

(5) Surat Paksa terhadap Badan ciberitahukan olch Jurusita Pajak kepada. 

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, ditempat 

inggal mereka maupun ditcmpat lain yang memungkinkan, ~tau 

b pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang 
bersangkutan, dalam hat Juru Sita Pajak tidak dopa menjumpai salah 

seorang scbagammana dinaksud pada huru a, 

6] Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa scbagaimana dimasud pada ayat (3), 
paling kurang memuat 

a. harei dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa; 

• narna Jurusita Pajak, 

c. nama yang menerima; dan 

d tempat pemberitahuan Surat Paksa. 

(7) Bentuk Sura; Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bentuk Berita 

Acara Pemberitahuan Surat Paksa scbagaimana dimaksud pada ayat (6] 

crcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, 

Pasal I7 

( I )  Dalam hat Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 

Kurotor, Hakim Pengawas, aau Balai Fiart Pe.inggalan, 

2) Dalam ha Wajib Pajak dinyatakan bubar a:au dalam Jikuidasi, Surat Paksa 

ditcritahukan kcpada orang atau Badan yang dibcbarr untuk melakukan 

pemberesan atau hikuidator 

(3) Dalarn hal Wajib Pajak menunjuk sorang kuasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaan, Surat Paksa dapat 

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud 

Pasa. 18 

I) Jila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimena dimaksud dalam Pasal 7 ayat () 

dan ayat [3)tidak dapat dilaksanakan, maka Surat Pakss disampaikan metalui 

Jajaran Pemerintah Daerah setempat 

/2) Dalam hal Wajib Pajak atau penangguog pajak tidak dikctahui tcmpat tinggalnya, 

tempat usaha, atau tempat kedudukanmya, penyapaian Surat Paksa 

lilaksanakan dengan cara. 

a mencmpelkan Surat Paksa pada papan pecngunangan kantor Pejabat yang 

menerbitkannya, 

b. mengumumkan melah media massa 



Pasal 19 
I) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Pejabat dapat 

meminto bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya mehiputi tempat 
pclaksanaan Surat Paksa 

[2) ejabat yang diminta bantuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat 
memberitahukan tindakan yang telah cilaksanakannya kepada Pejabat yang 
reminta bantuan 

3) Dalam hal penanggung pajak atau pihak sebagaimane dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (4) dan ayat [5)menolak uhtuak menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak 
meninggalkan Surat Paksa diraksud dan mencatatnya dalamn berita acara bahwa 
penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap 
tclah dibenitahukan 

Pasat 20 
(I) Dalam hal terjadi keadaan di luar kckuasaan Pejabat atou scbab lain, Surat 

aksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat arena jabta 
2) Surat Pakxsa pengganti scbagaimana dirnaksud pada ayat (1),mempunya 

kckuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat aka. 

Pesal 24 

I) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian 
kcpada Pejabat terhadap Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain 
yang scjenis, dan Surat Paksa yang dala penerbitannya terdapat kesalahan 
atau kekcliruan. 

(2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima 
permohonan sebagaimana dimaksud pado aya; t h ) ,  harus memberi keputusan 
atas permohonan yang diajukan 

(3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat tidak 

memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan 
dan penagihan ditunda untuk sementara wuktu 

' (4] ejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketiks dan sekaligus 

serta Surat Paksa yang dalam penerbitannya tcrdapat kesalahan atau kekeliruan 
(5} Tindakan pclaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setctah kesalahan atau 

kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat 

Pasal 22 

(I) Penyitaan terhadap barang mihik penanggung pajak dilaksanakan oleh Jurusita 

Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyiaan 



. . 

; 

62) Penyitaan dilaksanakan apabila Utang Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 
(dua] kali 24 (dua puluh empat} jar cjak tanggal Surat Paksa diberitahukan 
kcpada penanggung pajak. 

(3] Penyitaan dilaksanakan dengan mendahutukan barang bergerak, namun dalee 
keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung tcrhadap barang tidak 
bergerak 

Pasal 23 

( 1 )  Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling kurang 
oleh 

a. 2(ua) orang yang telah dewasa, 

b. Warga Negara Indonesia, 

c. dikenal oleh Jurusita Pajak; dan 

d dapat dipercaya 

{2) Dalam melaksanakan peny.taan, Jurusita Pajak wajib 

a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jursita Pajak dan surat perintah 

mclaksanakan penyitaan; 
• 

• memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan kepada penanggng pajak; 
c. membuat berita acara pelaksanaan sia yang ditandatangani o'eh Jurusita 

Pajak, pcnanggung pajax dan saksi 

(3) Dalam hal penanggung pajak hadir namun menolak menandatangani Berita 
Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksu pada ayat [2) huruf c, Jurusita 
Pajak harus mercantumkan penolakan terscbut dalara bcrita acara pelaksanaan 
ita yang ditandatangam oleh Jurusita Pajak dan saksi, 

4) Berita acara pelaksanaan sita yang uidak dandatangani olch penanggung pajak 
6cbagaimana dimaksud padn ayat (3), tetap sah dan mempunyii kekuatan 
mengikat 

(5] Dalam hal penanggung pajak tidak hadir penyitaan tetap dapat dilaksanakan 

[a salah seorang saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat 
ekurang-kurangnya setngkat Lurah dan/atau Kepala Pemcrinth Ncgeri sebagai 
saksi legalisator 

(6] Barang yang telah disita diaitipk an kepada penanggung pajak, kecuali jika 
mnenurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di 

Badan Pendapatan Dacrah atau tcmpat lain seperti bank, kantar pegadaian dan 
lainn1ya 

(7 Jika hasil lelang barang yang disita tidak cukup melunasi Utang Pajak dan biaya 

Peragihan Pajak, Jurusita Pajak dapat mclaksanakan pcnyitaan tambahan lebih 

dari I (satu) kali sampai diperoleh jumlah yang cukup 



• 

Pasal 24 

( I )  Penitaan terhadap kekayaan pcnanggang pajak yang disimpan di bank berupa 

deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dapat dilaksanakan dengan pemblokiran 

[2) Pembtoiran kekayaan penanggung pajak sebagamana dimaksud pada ayat (I), 

dlakukan oteh Kepala Lac.an Per.dapaan Daerah dengan menerbitkan surat 

permintaan pemblokiran kekayaar pcnang sung payak yang tersimpan pada Bank 

yang bersangkutan dengan dilampiri satinan Surat Paksa dan surat perintah 

mclaksanakan penyitaan 

(3) Jrusita Pajak segera melaksanakan penyitaan setelah mengetahui saldo 

kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan membuat berita 

acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak, saksi, dan 

pimpinan/ pejabat Bank yang bersangkutan, 

Pasl 25 

Pendapatan Daerah Kepala Badan ( I )  Sctelah dilaksanakan penyitaan, 

macnyampaikan 

6. surat pemberitauan penyitaan barang iak bergerak atas nama Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kcpala Kantor Pertanahan/Kerua 

Pengadilan Negeri/Administrator Pelabuhan /Pemerintah Dacrah setem pat, 

b surat pemberitahuan surat berharga berupa 

deposito/ saham/giro/obligasi dan 

Administrasi dan penyelesaian 

scjenisnya kcpada Direksi/Biro 

ransaksi/bank kustocdian yang 

bersangkutan; atau 

c. Surat pemberitahuan penyitaan pitang kepada pihak yang berkewajiban 

membayar utang, dalam nal dilaksanakan penyitaan terhadap piutang 

[2) Penyitaan dapat dicabut, dalam hal 

a. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah mclunos» Utang Pajak dan biaya 

penagihan pajak, 

b Uerdaarkan putsan pengatilan urum, terhadap atan pihak ketiga 

terhadap kepemilkan barang yang disita; au 

herdasarkan putsan pengadilan pajak, atas gugatan penanggung pajak 

terhadap pelaksanaan sita 

• 

[3) Penoabutan sita dilaksanakan be r d a sz r lo n  s u r a t  pencabutan s i t a  yang sekaligus 

berfungsi scbagai pencabutan berita acara pelaksanaan s1ta 

() Benuuk surat: 

a pemberiahuan penyitaan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud 

ada ayat (I) hurif a, 



b. pemberitahuan penyitaan surat bcrharga sebageimana dimaksud pads ayat 

I) huruf b, 

c. pemberitahuan penyitaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1J 

hurufc, dan 

• d pcncabutan sita scbagaimana dirnaksud pata ayat (3), 

Pasal 26 

[l )  Kepaia Badan Pendapatan Daerah berwenag menjual secara lelang terhadap 

barang yang disita melalui kantor .ang, kccual barang yang disita berupa 

at uang tuna, 

b. dcposito, 

c. tabungan, 

d. saham giro; 

e. bligasi, dan 

f surat berharga lainnya yang sejenis 

2) Setiap penjualan barang sitaan sccara lelang haruas didahului dengan 

pengumumar. lelang yang dilaksanakan paling cepat 1« (empat belas] hari setelah 

penyitaan dan lelang dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah 

pengumuman lelang 

3) Kcpata Dadan Pendapatan Daerah mengajakan surat permintaan jadwal waktu 

da tempat lelang kepada Kepala Kantor Lelang setempat untuk melaksanakan 

penjualan barang sitaar. secara lelang. 

[) Sebetum tindakan penagihan dengan menjual barang sitaan di muka urur 

mclalui Kantor Lclang, Kepale Badan Pendapatan Daerah memberikan 
' kesempatan terakhir kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk melunasi 

utang pajak melalui surat pemberitahuan kesempatan terakhir 

Pasal 27 

Mekanisme Cara Pemberian lormas, BE 

I) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak clalui fungi playanan dapat 

meminta informasi kewaj;ban perpaakan 

(2) Kewajiban perpajakannya meniputi print lunas runggakan, dan Surat Keterangan 

atas NJOP Bumi dan Bangunan. 
' BAB IV 

FASILITASI 

Pasal 28 
(I Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan Fasihtasi Pelaksanaan Peraturan 

upati in 
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menycopurnaka lam piran-lam piran $0 ketcntua pcratura 

• 

porandang-ur.dangan, mclaksanakan sosialasi supcrsi dan bimbingan tcknis 

scrta memberikan assistensi untuk kelancaran penerapap Peraturan Bupati ini 

BAB VY 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya mererinahkan pungundang Peratran Bupati imi 
• 

demgan penempatannya pada Berta Daeran Kabupaten Malka Tengah 

• 

Diundangkan di Masohi 
pacts tanggal 26 ML 2018 

I ET,RE;oa Bee» 

D'Reap8an d AM8obi 

da tanggal 26 M 2018 
MALIK TE.NOAH, { 

• 

RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENOAH TAHUN 20I8 NOMOR 39, 



• 

LAMPIRAN I ,  PERATURAN BUPATT MALUKU TENGAN 

NOMOR 

• 

TANGGAL 

TENTANG 

A. GAMBARAN UMUM 

2018 

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

• 

Mekarisme ini dijalankan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB-2 

dawn/atau merbayar dalam jumlah yang urang, dengan mererbitkan surat 

tagihan pajak daerah (STPD), fungsi penagiban oapat memproses hal ini dengan 

dokumen berupa surat tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran dan/atau Surat 

agihan Paksa. 

B. IHAK TERKAIT 

Fungsi Penagihan 

Fungsi Penagihan adalah pinak yang menerbitkan dan rncoirim Surat 

Tagihan Pajak ke waib Pajak serta menerboitkan Surat Teguran hingga Surat 

Paksa jika Wajib Pajak tidak mclunai pp.pnya 

2. Wajib Pajak 

Wajib Pajak akan mencrima Surat Tagihan pajak terhutangnya dan 
' menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PB8B-P2nya maupun tidak. 

3. Fungsi Pergolahan Data 

Fungsi Pengolahan Data adalah Pihak yang meny~diakan daftar tungga.kn 

Pe8-P2 kc fangsi penagihan scbagai dasar pencrbitan Surat Tagihan pajak. 

C DOKUMEN YANG DIHASILKAN 

1. NOta Perh:tungan STPD PBB-P2, 

2 ST9DP9BB.P2, 

3. Daftar Penjagaan Penerbitan gTpp, 

Surat Tcguran, Surat Poringatan atau Surat lain yang sjc0is 

5. Surat Paksa, 

6. Srat Perintah Mclaksanakan Penitas; 

7 Surat Perintah Penyandcraan, 

8. Surat Pencabutan Sta; 

9. Surat Penentuan Harga Limit; 

1O. Pembatalan Lclang, 

I Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 



• 

• 

' 
D LANGKAH -LANGKAH TEKNIS 

Langkah ] 

Kepaia Sub Biidang endataan dan Pendaftaran memerintahkan kepada 

pelaksanarya untuk menyiapkan data negative list yang bersumber dari data 

pembayaran/tung&akan baik dari basis data ataupuan data manual dan 

diserahkan kepada Kcpala Bidang Penagihan dan Keberatan, serta Bidang 

Pembdkuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan, sekaligus menyiapkan nota 

pengantar kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan serta serta Bidang 

Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan; 

Langkah 2 

Pelaksana pada Sub Bidang Pendataan, dan Pendaftaran menyiapkan negative 

list dan konscp rota pengantas epada Kcpala Bidang 

Keberatan serta serta Bidang Pembukuan Pelaporan dan Evaluasi Pendataan; 

Langkah 3 

Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mcnchiti dan 

renar.datangani dan meneruskan kepada Kcpala Bidang Penagihan dan 

Kcberatan; 

La.ngkah 4 

Kepala Didang Penagihan mclaiui Kepala Sub Bidang Penagihan menelit dan 

menandatangani objek pajak yang akan diter bitkan STD beserta negative st, 

Langkah S 

Kcpala Sub Bidang Penagihan menyerahkan Notis untuk tr.asing-masing obj¢k 

PBB yang dipilih; 

La0ah f 

Sub Bidang Penagihan, menyiapkan daftar penjagaur. Penerbitan ST9D BB; 

Langkal7 

Kepala Sub Bidang Penagihan menyerahkan Notis dan daftar penjagaan STPD 

cpada Kcpala Bidang Ponagiban dan Kcbcratan 

Langkah 8 

cpala Scksi Penagihan mcnchiti dan mcmaraf notis dan konsop daftar 

penjagaan dan meneruskan kepada Kepal UPTB Pendapatan di Kecamatan. 

Laogkah.S 

Koordinator Badan Pendapatan Datrah Kcuanatan menehiti dan menyetaju 

dcngan mcmbuthkan notis dar onsop poojagaan STPD PE8 P2. Dalam al 

daftar tagihan sudah terekam ke dalam sitem dan perckaman SITS notis dan 

daftar ponjagaan ditcrusk.an cpada Kcpala Sub Bidang Pendataan, dan 

endaltaran 

• 



• 

• 

'angkah 10 

Dalam hal data tagihan be'um terekam kedatam sistem masih dicatat secara 

manual diteruskan kepada petugas pelayanan 

apgkah 1] 

Kcpala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mencetak konsep STD BI P2 

dalam rangkap 4 {empat} dan menyerahkan kepada petugs pc!aya an 

Langkah 12 

Kcpata Sub Bilang Pendaftaran an Pendataan memaraf dan meneruskan 

kepada Kepala Badan Pedapatan Daerah 

langkah 

Kepala Sub BidangPendaftaran dan Pendataan meneliti dan menandatangani 

konscp STD dan mncngembalikan lembar an tembar 3 kepada Kepala Sub 

Bidang Pendaftaran dan Pendataan, dan lembar 4 diberikan kcpada petgas 

pelayanan 

ea.gkah 4 

Kcpala Sub Bidang Penagihan menyampaikan STTD 9BE P2 lembar I kepada 

Wajib Pajak dan menata usahakan lembar STP le-2 

Langkah15 

Kepala Sub Bidang Penagihan meneruskan STP PBB P2 kepala Wajib Pajak 
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MEKANISME PENAGIEAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DERDESAAN DAN PERKOTAAN 

• 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 
TANGOAL 

TENTANG 

BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKEFIKA DAN SEKALIGUS 

• PEMERIN'TAH XABUPATEN MALUJKI TENGAH 

SADAN PENDAPATAN DAERAH 
Al 4 .6. 0et/Foe N e 4 lp  foe 0914 4120 

ole be gt#Maso 

SURAT PERINTA PENAGIHAN SEXETTUA DAN SEKAL!GUS 

Nomor ; 

., ... 

Ro. 

Berdasarkan ketentuan da!am Paeal Undang Undang Noror 6 Tahun 1983 tentang 
Kerentun LJrur dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana telah beberapa kahi diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang enetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nono S Tun 20O8 tentang erubahs.n Keemnpat 
Aas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tntang Ketentuan Umum dan Tata Cars 
Per pajakan menjadi Undang-Undang, dan Pasal 12 Lndang-Undang Noror 19 Tahun 
197 tntang Penagihan Pajak Dengan Surat alsa, sebagaimana tclah diu bah dengan 
Un@dang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Norr 

19 Tahu 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Palesa, dengan ini diperintahkan 
epada. 
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak¢ 
NPWP] NPWpD 
Amat 
otuk melunasi sekaligus utang pojal sejum/ah 
Dengan rincian sebagar beriut 

' 

urla.h 
Tungakan 

( R p. )  

NOP dan T11:I STPD I Tanggal Jatuh 
Jonis Tahun PBB/ SK Tempo 
Pajak Pajak Pembetulan/SK .l , , 

----+-----lf--'-���e;LL--+·-·-"_·., ��) .,r.m I Kcbcratan/ 'utusan 
j Banding ' 
' 

I! : 1 .. - .. -.- ... - . � . - - - -  umiahTota! Ro, • 
Terbilans . +, + 

.. 

Kepaia Bada Pendapatan Dacra.h 

apaten Malak Tengale, 

Nam etas 
Pangkat 

NIP 



• 

• 

• 

t 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN DEROTAAN 

BENT'UK SURAT PAKSA 

PEMERIN'AH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
l Sano No 03et/fa No.4Tep/. 0914+1120 

ode Pas 971Maso 

SURAT PAKSA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Menimbang bahwa; 
Nara Wajib Pajak/Penangzung Pajak 
NP\WP/NP/PO 
Alamat 

Men anggl pajak sebagairana tercantum di bawah uni 

• 
NOP & Tang8al STPD PB­ 

Tang#al 
Jurm la h 

Jenis Pajak 
Tahu0 P2/SK Pembetulawn/ SK 

Jatuh 
Tung.gala 

Pa j«le Kb&rat6n/Putu&an anting 
Tempo 

PBB-P2 

. ' fo. 
-- -- 

Jumlah Total· 
.. . ... .. 

-- -- 
...... . ... .. 

Terbila f ••••••••••••••••--•••••••"''"'"''"'''''""'''"''''"'""'""""'"''''"''"'''"'""""''I 

Den&an ini 

I. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggng pajak urtuk memoayar jumlah Tunggaan 

pajal tersebut ke Ban Tempat Pembayarn Paja' Bumi dan oguna yang tela 

ditunjuk Bupat, itaroahr dcrgan biaya pcragihan dalamn watu 2 (dua) ali 

duapuluh empat jam sesudah pemberitabuan Surat Paksa ini. 
• Memerintahkan Jurusita Pajak Yang melaksanakan Surat Paksa ini atau urusita lain 

yang tunjul wntuk mclanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakculoan 
penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung pajak apabia dalan 
waktu 2 (due] kali duapuluh empat jam Surat Paksa imi tidak dipenubi 

Masot 

Kcpa.a Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, 

Nama Jelas 
Pangkat 

NIP 

)Gore1yang tidak perhu 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGLNAN PERDESAAN DAN PEROTAAN 

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN AKAN 
MELAKSA!AKAN SURAT PASA 

PEMERINT'AH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
AA. uao Ne. 0ret/fee No elp a, 09942112 

Nomor 
Sift Penting 
Lamp 
Periha! Pemberitahuan akan 

melaksanakan Surat Paksa 

M,1�ot·i. . 
epada 

Yth. Bupat Maluku Tengah 
di­ 

Masobi 

' 

Dengan ini kami beritahukan bahwa karri akan melakukan tirdakan penagihan 
berpa pelaksaraan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penaggng Pajak (WP/P: 

NamaWajibPajak/ 

PenanggungPajak 

NPWPD 

Alamat/TempatTinggal 

OIh karena yang bersangkutan sampai saat ii chum meluanasi tang pajaknya. 

Daikin disampaikan untuk dimaklumi 

• 

Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, 

Nara cha 

Pangkat 
NIP 



e 
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 
TANGGAL 

TENTANG 

BENTUK SURAT TEGURAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TFNGAH 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jt. Guano No.03 el/one Ne Yelp/Fe. 0914 +21120 

Kotte os 9r51 Moot 

SURAT TEGURAN 

MEKANI SME PENAGIHAN IUTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERRDESAA! DAN PERK,OTA,AN 

• 

Nor 
Men art tota usaha kami hingsa saat ini Saudara masih mempunyei tunggakpn pajak sebaga 
berikut 

i 
Nor6tu srep ] JUMLAH 

JEIS ' SKPK9 ! SKPKBT ! TANGGAL JATOM TUNGGAKAN 

t 
SK PEMBETLA} ] TEMPO 

PAJAK SK KE8ERATAN I PEMBAVARAN I PAJAK 
-- e,,,,,. '''=·1 ···-·· ......... _ ·· ··r ···...'.'· 
f--···-· 

Jurl ahRp 

. 

.. .. ) 

Untuk mencegah tindakan penagthan pajak dengan Surat Pakss berdasarkan Undang­ 
ndang Nomor 19 Tahu 2000, mala diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah 
unggaan pajak dalam waru 21 (dua puluh sat) hari scjak diterbitkannya Surat Tegran 
n. 

Mas0hi, . »  

Kepala Bacdz Pendpatan Daerah 
Kabupaten Malak Tengab, 

Nana.Jcla 
Pangat 

NIP 

UPATI MALUKU TENGAH 

TLASIKAL AB9UA 

• 


